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INTISARI

Latar belakang: Peranan tanah menjadi kebutuhan yang tidak bisa
dikesampingkan dalam setiap aspek kehidupan. Pemanfaatan atas tanah tentu
telah menjadi pokok dalam kebutuhan mulai dari sebagai tempat pemukiman,
mencari nafkah (pertanian/ perkebunan) dan juga dijadikan tempat
persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Hal ini juga
yang menuntut setiap orang baik masyarakat maupun pemerintah, bahwa
fungsi tanah yang menjadi faktor penting dalam kehidupan yang harus
dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kesejahtaraan

rakyat secara merata dan adil serta terjaga kelestariannya.

Tujuan penelitian: Guna mengetahui Faktor-faktor yang menghambat
dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Dikota
Lubuk Linggau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hasil penelitian: faktor penghambat secara hukum tidak ditemukan,
namun faktor penghambat lainnya diantaranya yakni; 1. Hambatan yang datang
dari Pemerintah, yaitu mengenai kekurangan dana terkait dengan
penggantian/ganti rugi atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, 2. sulitnya
kesepakatan mengenai nilai ganti ruginya yang diberikan oleh pemerintah Kota
Lubuk Linggau yang dianggap masih tidak layak, 3. Sulitnya menemukan
kesepakatan mengenai harga ganti rugi lahan, 4. adanya tumpang tindih surat
kepemilikan tanah, 5. Harga yang dikehendaki masyarakat sangat tinggi, diatas

dari harga pasar, nilai jual objek pajak (NJOP) dan penetapan harga di KJPP.



Kesimpulan: Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terhadap
perluasaan lahan Bandar Udara (Bandara) Silampari di Kota Lubuk Linggau
telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kata kunci: Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Umum.



A. Pendahuluan

Sejalan dengan pertambahan penduduk, khusunya di daerah-daerah di
indonesia, kian hari mengalami peningkatan jumlah penduduk baik yang
menetap didaerahnya maupun yang tinggal daerah-daerah lain. Sehingga
perkembangan Kkeinginan dan tuntutan masyarakat terus mengalami
peningkatan kearah kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keinginan masyarakat
tersebut beraneka ragam, sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai wadah
untuk menampung dan merealisasikan kebutuhan tersebut perlu melakukan
berbagai kebijakan untuk menjadi faktor pendukung terwujudnya aspirasi
yang dibutuhkan. Oleh sebab itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah
yakni dengan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum atau
bersama. Guna melakukan pembangunan tersebut hal terpenting adalah
tersedianya lahan atau tanah untuk dapat mewujudkannya. Tanah memiliki
fungsi yang sangat penting untuk menunjang dari berbagai aktifitas, baik

dalam hal prasarana, industri, tempat tinggal, akses jalan dan sebagainya.

Salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari negara ialah melalui
tahap perencanaan serta arah dari kegiatan. Dalam hal ini, pemerintah
memerlukan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum tidak terlepas
dari munculnya permasalahan, diantaranya yakni mengenai peralihan hak
atas tanah disertai dengan aspek ganti kerugian yang diterima. Persoalan
tersebut muncul ketika dalam hal ini pemerintah yang berkeinginan
melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sedangkan hak atas tanah

dikuasai atau dimiliki oleh rakyat.



Sehingga permasalahan yang demikian sering terjadi dalam
prosesnya, adanya sikap atas mempertahankan hak dan kepentingan guna
menentukan pemanfaatan atas tanah bagi masing-masing pihak. Baik yang

bersumber dari pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan landasan bagi
pengaturan hak atas tanah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat
(3) yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kewenangan
yang dimiliki negara sangatlah besar, hal ini tercermin dalam Pasal 2 Ayat (1)
yang menyatakan bahwa, bumi, air dan ruang angkasa termasuk juga

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.

Pada peraturan presiden tersebut juga menentukan perihal pengadaan
tanah bagi kepentingan umum oleh pemerintah, dilakukan dengan cara
penyerahan dan pelepasan hak atas tanah. Mekanisme tersebut sejalan dengan
ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan presiden nomor 148 tahun
2015 yang berbunyi pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan cara
jual beli, tukar menukar atau colusi lain yang telah disepakati kedua belah
pihak. Pada tahapan selanjutnya, panitia persiapan sebagaimana yang
ditugaskan dalam melaksanakan pemberitahuan mengenai rencana
pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagimana yang dimaksud, dilakukan



dalam kurun waktu paling lama (3) tiga hari Pasca diberlakukannya panitia

persiapan.*

Pada peraturan presiden ini juga disebutkan sejumlah ketentuan yang
telah ditetapkan dalam pemberitahuan mengenai rencana pembangunan yang
ditandatangani oleh ketua tim persiapan. Pemberitahuan tersebut perlu
memuat informasi tentang maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak
tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah,
perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan informasi lainnya
yang dianggap penting. Surat pemberitahuan tentang pembangunan itu
disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui
lurah atau kepala desa dalam kurun waktu paling lama (3) tiga hari kerja sejak

ditandatanganinya surat pemberitahuan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah Kota Lubuk Linggau
bersama dengan pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sedang menyelesaikan
lanjutan pembangunan bandara silampari. Perlu diketahui bahwa bandar
udara (bandara) silampari yang awalnya merupakan bandara perintis dan
mulai dioperasikan pada 7 Mei 1994, diresmikan oleh Gubernur Sumatera
Selatan, Ramli Hasan Basri dan Menteri Perhubungan, Haryanto Danutirto.
Bandar udara ini hanya melayani penerbangan rute Silampari-Palembang

dengan jenis pesawat Cassa yang berkapasitas 19 penumpang. Karena

! Pasal 11 Ayat (1,2), Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan
keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



keterbatasan dana operasional, bandara itu pernah ditutup antara tahun 2001

sampai 2004.

Bandara Silampari yang saat ini memiliki runway (landasan pacu)
sepanjang 2.250 meter, dan sedang melakukan proses pembangunan lebar
landasan yang direncanakan menjadi 45 meter dari sebelumnya 30 meter,
menjadi faktor kenaikan status bandara tersebut. Bukan itu saja, perluasan
terminal penumpang serta adanya pembangunan Air Traffic Control (ATC)
sebagai pusat pemantauan cuaca, diharapkan selesai tepat waktu sesuai
rencana. Sebab terminal salah satu syarat kenaikan status bandara.
Pengembangan Bandara Silampari berdasar master plan atau rencana induk
dibutuhkan sekitar 90 hektar luas lahan. Namun, sampai dengan oktober 2017

pengembangan luas lahan bandara baru sampai 85 hektar.?

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu
penelitian dan mengkaji lebih jauh atas permasalahan diatas dengan membuat
judul penelitian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan
Bandara Di Kota Lubuk Linggau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.
B. Metode

Sebelum menguraikan tentang jenis penelitian hukum ini maka,

terlebih dahulu dijelaskan tentang Penelitian hukum. Penelitian hukum yang

2http://www.sumeks.co.id/index.php/sumsel/9697-perluasan-bandara-ini-masih-kurang-10
hektare#sthash.ZTjQRira.dpuf,diakses pada tanggal 28 maret 2017 jam 20.15 wib



http://www.sumeks.co.id/index.php/sumsel/9697-perluasan-bandara-ini-masih-kurang-10%20hektare#sthash.ZTjQRira.dpuf,diakses
http://www.sumeks.co.id/index.php/sumsel/9697-perluasan-bandara-ini-masih-kurang-10%20hektare#sthash.ZTjQRira.dpuf,diakses

digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum Empiris Sosiologis, yaitu
penelitian yang mengunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku
manusia, baik prilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun

prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan.®

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang
diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang bersumber dari bahan
pustaka. Data ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan
data sekunder. Data Primer dapat diperoleh langsung dari sumber data
pertama, yaitu perilaku masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait,
sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-
buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.*

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Pasal (1) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya
tanah untuk kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
tersebut, berupa pembangunan untuk kepentingan umum. Tanah untuk
kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni:

a. Pertanahan dan keamanan nasional,
b. Jalan Umum, Jalan tol, Terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api,

dan fasilitas operasi kereta api;

3 Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Emfiris, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2012, HIm. 44
4 Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, jakarta, Ul pres, 2010, HIm. 11



c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal,

e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringandan distribusi tenaga listrik;

g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;

h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

I.  Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;

J. Fasilitas keselamatan umum;

k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;

I. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

m. Cagar alam dan cagar budaya,;

n. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;

0. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;

g. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan

r. Pasar umum dan lapangan parkir.

Kemudian selanjutnya mengenai Pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui beberapa tahapan yakni:®

1. Perencanaan

2. Persiapan

5 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Kepentingan Umum.



3. Pelaksanaan

4. Penyerahan hasil

Pada prosesnya mengenai pengadaan tanah pada perluasan bandar
udara silampari di kota lubuk linggau, sejauh ini berdasarkan penelitian
terdapat penghambat dan sejumlah permasalahan yang muncul dilapangan.®
Sejumlah penghambat yang terjadi pada umumnya mengenai proses
pembebasan lahan beserta ganti ruginya. Perlu diketahui bahwa
pengembangan dan perluasan Bandara Silampari yang mempunyai tujuan
untuk menjadikan Bandara Embarkasi dan kargo pada tahun 2018-2019.
Perluasan Bandara ini perlu dikembangkan mulai dari pembangunan
terminal, lahan parkir, peningkatan runway (lintasan pesawat), penebalan
landasan (over lay), Resa (runway and sapti area/sterilisasi), dan gedung
operasional.” Sehingga dari tahun 2014 dimulai dilakukannya perluasan lahan
Bandara Silampari sampai dengan Tahun 2017, Keterangan mengenai

pencapaian pembebasan lahan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Keterangan Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Bandara Silampari

No Keterangan Lahan Luas Tanah
1 | Yang telah dibebaskan 85 hektar
2 | Yang dalam proses pembebasan 5 hektar

® Ibid
" 1bid



Jumlah 90 hektar

Sumber: Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Kepala Panitia Pengadaan Tanah Perluasan

Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau, Tanggal 19 September 2017.

Selanjutnya mengenai daftar nama pemilik lahan yang terkena dampak
perluasan lahan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau pada Tahun 2014-
2015 yaitu tanah seluas 2,5 hektar, berikut dituangkan dalam tabel-tabel secara

rinci per kecamatan:®

Tabel 1.2

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur
|

No | Nama Luas Lahan Kecamatan

1. | Suryati 130 m? Lubuk linggau timur 1
2 Hasan basri 60 m? Lubuk linggau timur 1
3 | Saifullah 240 m? Lubuk linggau timur |
4 Wibisono 417 m? Lubuk linggau timur 1
5 Riki fadilah 392 m? Lubuk linggau timur |
6 | Awang 205 m? Lubuk linggau timur |

saputra
7 | Jeryw 650 m? Lubuk linggau timur 1

8 Hasil Olah Data Yang Diperoleh Dari Panitia Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Silampari Kota
Lubuk Linggau



8 | Rohayati 197 m? Lubuk linggau timur 1
9 Edi wijaya 520 m? Lubuk linggau timur |
10 | Jajang 350 m? Lubuk linggau timur 1
11 | Febriansyah | 490 m? Lubuk linggau timur 1
12 | Eriyanto, 755 m? Lubuk linggau timur |
s.p.d
13 | Siti aminah 315 m? Lubuk linggau timur |
14 | Herilana 529 m2 Lubuk linggau timur 1
15 | Riko saputra | 880 m? Lubuk linggau timur 1
16 | Wawan p 230 m? Lubuk linggau timur |
17 | M kholil 635 m? Lubuk linggau timur |
18 | Hardi brata 837 m? Lubuk linggau timur 1

Tabel 1.3

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur

11

No

Nama

Luas Lahan

Kecamatan

Antoni hakiki

625 M?

Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1l




2 | Arsyadi 760 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur 11
3 | Gunturp 300 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur 11
4 | Drs Rusman 470 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur 11
5 | Kholid S.kom | 680 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur Il
6 | Khairullah 794 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur |1
7 | Umam saputra | 880 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1l
8 | Hedi handika 670 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1l
9 | M wahyudi 210 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur |1
10 | Sutrisno salim | 285 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur |1
11 | Febriekas 790 M? Kecamatan Lubuk Linggau Timur 11
Tabel 1.4

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau

Selatan |
No | Nama Luas lahan | Kecamatan
1 | Aryasakti 710 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan |
2 | Hj. Saonih 880 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan |
4 | Aghozalis.ip 370 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan |




Bayu s

550 M?

Kecamatan Lubuk Linggau selatan |

Tabel 1.5

Daftar Nama Pemilik Lahan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau

Selatan 11

No | Nama Luas Lahan | Keterangan

1 | Ahmad mudaim 815 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
2 | Himron 630 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
3 | Eka pradikno 485 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
4 | Hermansyah S.pd | 180 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
5 | Marwan ishak 440 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
6 | Endang sulistriani | 240 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
7 | Hasan basri 485 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
8 | Rudi ardianto 570 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
9 | M yusuf 710 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
10 | Fadil astari 782 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
11 | Agus salim 470 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11
12 | Indah sapfitri 675 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11




13 | Edi widjaja S.H 800 M? Kecamatan Lubuk Linggau selatan 11

Sumber: Hasil Olah Data Yang Diperoleh Dari Panitia Pengadaan Tanah Perluasan

Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau.

Jadi Jumlah keseluruhan tanah yang terkena proyek perluasan lahan
Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau pada tahun 2014-2015 adalah 24.575
M? Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala tim pembebasan lahan
bandara silampari kota lubuk linggau, pelaksanaan pembebasaan lahan telah

selesai dilakukan pada tahun 2014-2015 tersebut.

. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terhadap perluasaan lahan Bandar
Udara (Bandara) Silampari di Kota Lubuk Linggau telah sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

. Saran

Untuk pemerintah, sebaiknya dalam hal pembangunan untuk
kepentingan umum, perlu adanya persiapan yang baik, mulai dari perencanaan,
pendanaan sampai dengan realisasinya.Terkait ganti kerugian atas tanah
seharusnya lebih tinggi dari dari NJOP maupun harga pasar untuk penghargaan
kepada pemilik tanah yang telah bersedia menyerahkan haknya kepada Negara,
mengingat harga tanah cendrung meningkat terus serta kebutuhan ekonomi

yang terus melonjak naik.
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